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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Alat bukti surat Visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian 

mutlak sesuai dengan bunyi Pasal 184 ayat (1) Jo Pasal 187 Ayat (1) huruf 

c KUHAP. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan proses pencarian 

kebenaran materiil maka, kekuatan pembuktian alat bukti surat Visum et 

repertum tanpa kehadiran ahlinya belum mutlak terpenuhi, karena 

keterangan ahli yang mengeluarkan surat Visum et repertum itu berbeda 

dengan keterangan ahli lain yang terlibat dalam persidangan.  

Mengenai isi visum et repertum yang memuat istilah-istilah medis 

yang hanya bisa dipahami oleh ahli forensik sehingga perlu kehadiran ahli 

forensik yang mengeluarkan visum et repertum tersebut untuk menerangkan 

dalam persidangan agar dapat dipahami dengan baik oleh hakim. Kehadiran 

ahli yang mengeluarkan visum et repertum didalam persidangan itu 

didukung oleh teori kepastian hukum menurut pendapat dari Gustav 

Radbruch bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya 

kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, 

dan dapat dilaksanakan. 

Dengan hadirnya ahli yang mengeluarkan surat visum et repertum 

dalam persidang untuk menjelaskan isi dari surat visum et repertum tersebut 

juga dapat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam membuat 

keputusan.  
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5.2 Saran 

 

      Sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan, maka 

pengertian yang berkenaan dengan Visum et Repertum seharusnya tidak 

hanya diatur dalam Staatsblad Nomor 350 Tahun 1937 saja melainkan juga 

dalam RUU KUHAP harus diatur. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi 

harus mengeluarkan atau membuat suatu produk hukum baru yang 

mengatur secara khusus mengenai penggunaan Visum et reperutum 

sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan 

tindak pidana khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korban 

manusia, baik hidup maupun mati.        

   Setiap adanya bukti Visum Et Repertum pada persidangan maka 

dokter ahli yang mengeluarkannya harus dihadirkan dalam persidangan dan 

perlu adanya pengaturan khusus mengenai sifat dualisme keterangan ahli 

kedokteran forensik yang menentukan apakah Visum Et Repertum dapat 

dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli agar 

dapat menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana terkait 

kedudukan laporan ahli atau Visum Et Repertum.  
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